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SALINAN 
 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR   53   TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

HARGA DRUM BEKAS ASPAL 
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN PEKALONGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 

 
Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pemanfaatan drum 

bekas aspal serta meningkatkan pendapatan daerah 

perlu penggalian sumber dana yang berasal dari 

penjualan drum bekas aspal pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan; 

b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 

2015 tentang Harga Drum Bekas Aspal Kabupaten 

Pekalongan sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan nilai keekonomian, sehingga perlu 

ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Drum 

Bekas Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2757); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhit 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 

5587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3381); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 56); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 67); 

15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2011 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2018 Nomor 47); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DRUM BEKAS 
ASPAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 
RUANG KABUPATEN PEKALONGAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 

selanjutnya disebut DPU TARU adalah Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pekerjaan umum, bina marga, bina teknik 

dan pengelolaan sumber daya alam. 

5. Drum bekas aspal adalah drum wadah aspal dari 

seluruh kegiatan pengaspalan yang pengadaan 

aspalnya berasal dari stok aspal DPU TARU. 

 

BAB II 
BESARAN HARGA DAN OBYEK PENGGANTIAN BIAYA 

 
Pasal 2 

 

Harga drum bekas aspal ditetapkan sebesar Rp20.000,00 

(dua puluh ribu rupiah) setiap drum. 

 
Pasal 3 

 

Kegiatan yang diwajibkan untuk mengganti biaya drum 

bekas aspal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 

seluruh kegiatan pengaspalan yang pengadaan aspalnya 

berasal dari stok aspal DPU TARU. 

 
BAB III 

MEKANISME PEMBAYARAN 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembayaran atas penggantian drum bekas aspal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan 

penerimaan Daerah. 
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Diundangkan     di Kajen 

pada tanggal      9 Desember 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

                                    ttd 

                 MUKAROMAH SYAKOER 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  TAHUN 2019 NOMOR  53 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
MOCH. ARIFIN, SH.,MH. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19690205 199903 1 005 

 

 

 

(2) Bendahara Penerimaan pada DPU TARU wajib 

menyetorkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Harga Drum Bekas Aspal Kabupaten Pekalongan 

Kabupaten Pekalongan (berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2015 Nomor 52), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 9 Desember 2019 

 
BUPATI PEKALONGAN, 

ttd 

ASIP KHOLBIHI 
 

 


